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ABSTRAK

Anantri, Fairuz Salma. 2025. Analisis Yuridis Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Terhadap Proses
Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN KIn). Skripsi, Bagian Hukum
Perdata. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H.

Kata Kunci: Jual Beli Tanah; Peralihan Hak Atas Tanah; Pertimbangan Hakim

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak perjanjian jual beli
tanah yang dilakukan di bawah tangan, yakni perjanjian yang tidak dibuat
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat menimbulkan kerugian bagi
pihak pembeli, contohnnya perbuatan jual beli tanah dalam kasus putusan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN Kin. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui dan
menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN Kin. (2) untuk mengetahui dan menganalisis proses peralihan
hak atas tanah berdasarkan pada putusan pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data
primer dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yaitu
studi kepustakaan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber,
sedangkan analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan hakim
dalam putusan pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kln yakni hakim dengan
cermat mempertimbangkan aspek sahnya perjanjian jual beli tanah di bawah tangan
berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi kesepakatan para pihak,
kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Selain itu hakim juga
mengacu pada Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang
memungkinkan peralihan hak atas tanah melalui putusan pengadilan; (2) Proses
peralihan hak atas tanah berdasarkan pada putusan pengadilan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN KIn melalui pengesahan jual beli di bawah tangan oleh
pengadilan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian yang
dilakukan di hadapan PPAT. Prosedur peralihan hak atas tanah dapat dilakukan
berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No.1 Tahun 2010 Putusan ini
menunjukkan bahwa mekanisme hukum melalui pengadilan dapat menggantikan
dokumen resmi untuk memastikan proses balik nama sertipikat tanah.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia selaku negara kesejahteraan (welfare state) memiliki
kewajiban melindungi hak warga negaranya yang termasuk dalam
mendapatkan kesejahteraan dan kepastian hukum, seperti yang tercantum
dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwasannya bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah
Indonesia menjamin peruntukan yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menuangkannya ke dalam
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan sebutan lain dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. Melalui UUPA, sebuah kerangka hukum agraria nasional
terbentuk, yang memberikan jaminan hukum kepada semua warga negara dan
memfasilitasi pencapaian fungsi bumi, air, ruang angkasa, dan sumber daya
alam sesuai dengan yang dicita-citakan.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok kehidupan manusia, baik
digunakan sebagai tempat tinggal, dengan penetapan ruang hidup maupun
sebagai mata pencaharian dalam fungsinya di berbagai sektor seperti

peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, serta industri. Pertumbuhan



populasi yang pesat turut meningkatkan kebutuhan lahan untuk perumahan
serta mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan
teknologi (Velisia & Tanawijaya, 2021).

Pada umumnya, masyarakat dalam memperoleh tanah lebih sering
melakukan dengan cara pemindahan hak, yaitu melalui cara jual beli, dalam
praktiknya, jual beli berarti seseorang menyerahkan sejumlah uang untuk
mendapatkan barang yang diinginkan secara sukarela (Putriyadi & Masriani,
2022).

Transaksi jual beli ini adalah perbuatan hukum yang sering terjadi di
masyarakat. Jual beli merupakan kesepakatan antara dua pihak, di mana satu
pihak menyerahkan hak milik atas barang, termasuk tanah dan properti,
sedangkan pihak lain membayarkan harga yang telah disepakati (Oka
Setiawan, 2016). Perolehan tanah merupakan kegiatan yang merujuk pada
segala tindakan yang dilakukan untuk memperoleh tanah, baik melalui
peralihan hak atas tanah atau dengan cara menyerahkan atau melepaskan hak
atas tanah dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang berhak
(Hermawan & Putra, 2022). Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah adalah
melalui jual beli. Pada ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan
hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,
kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah



(PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.” Oleh karena itu, setiap peralihan hak atas tanah melalui jual
beli tanah harus dibuktikan melalui akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) untuk dapat didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pembuatan akta jual beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) merupakan syarat wajib dari jual beli transaksi atas bangunan dan
tanah. Namun pada praktiknya seringkali muncul masalah dimana pembelian
atas rumah dan tanah telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, akan tetapi
akta jual beli tanah belum dibuat, dan pada saat pembeli telah melunasi
pembayaran atas tanah dan rumah yang telah dibeli dari penjual, dan pembeli
hendak membuat akta jual beli untuk didaftarkan kepemilikan atas rumah dan
tanah yang dimilikinya, penjual tidak diketahui keberadaannya, sehingga hal
tersebut menyulitkan pembeli untuk membuat akta jual beli, dan pada
akhirnya pihak pembeli harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk
memperoleh akta jual beli tanah (Cahyadi & Rahayu, 2021).

Banyak juga masyarakat yang masih memiliki bukti kepemilikan tanah
atas nama pemilik sebelumnya karena memahami bahwa membuat akta jual
beli tanah di hadapan PPAT serta mendaftarkan kepemilikan tanah di Kantor
Pertanahan enggan menanggung biaya pembuatan akta jual beli dan
pendaftaran tanah. Hal ini dapat menimbulkan risiko di masa yang akan
datang apabila tanah tidak didaftarkan atas nama pemilik yang baru (Perdana
et al., 2022).

Perjanjian jual beli tanah dibawah tangan melibatkan penjual dan



pembeli sebagai pihak-pihak terkait. Kesepakatan antara penjual dan pembeli
ini mengakibatkan adanya perikatan yang mengikat para pihak. Mengikatnya
para pihak dengan perjanjian yang dibuat merupakan suatu akibat hukum
yang harus ditaati paska terbentuknya perjanjian. Namun, sering kali salah
satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya
(wanprestasi / cidera janji). Perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian
baik kerugian materiil maupun kerugian non-materiil bagi pihak lainnya
(Sakti & Budhisulistyawati, 2020).

Transaksi jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan antara penjual
dan pembeli tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih
sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diatur dalam Pasal 19
Undang-Undang Pokok Agraria jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam praktiknya, jual
beli tanah di bawah tangan kerap hanya dibuktikan dengan kwitansi sebagai
tanda telah terjadinya transaksi jual beli (Velisia & Tanawijaya, 2021).

Masalah kerap sering terjadi ketika tanah dijual atau dibeli tanpa
memiliki bukti kepemilikan yang sah seperti sertipikat tanah, sehingga
kepemilikan tanah secara hukum tetap atas nama penjual. Hal ini sering
menyebabkan konflik terjadi di masyarakat. Dalam beberapa kasus, transaksi
jual beli tanah hanya dibuktikan dengan kwitansi, tanpa adanya akta jual beli
yang disahkan oleh PPAT. Secara hukum, tanah yang sudah dibeli belum
secara resmi beralih hak kepemilikannya, dan sertipikat masih atas nama

penjual. Hal ini bisa menimbulkan masalah di masa yang akan datang, dimana



validitas kepemilikan tanah dipertanyakan. Penyelesaian masalah ini bisa
melalui musyawarah, pengadilan, atau tindakan lainnya. Untuk mencegah
konflik sengketa pertanahan setiap peralihan hak atas tanah dapat dilakukan
dengan pendaftaran tanah, begitu juga dengan peralihan hak atas tanah
seharusnya dialihkan dengan bukti surat perjanjian atau berdasarkan akta
autentik. Sertipikat hak milik atas tanah tidak hanya menjadi bukti
kepemilikan yang sah, akan tetapi sertipikat hak milik juga dapat memberikan
manfaat dari aspek ekonomi dan kepastian hukum (Damayanti et al., 2020)
Kasus yang akan diteliti penulis adalah Putusan Pengadilan Negeri
Klaten dengan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin antara Dwi Utomo selaku
Penggugat melawan PT Saputra Andalas Grida dan Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Klaten selaku Tergugat dan Turut Tergugat. Kasus ini
bermula pada Tahun 2005, dimana Dwi Utomo sebagai pembeli melakukan
transaksi jual beli atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor 95/Trunuh, dengan luas 86m2 sesuai Surat Ukur Nomor 288/2005
tercatat atas nama PT. SAPUTRA ANDALAS GRIDA. Pada tanggal 28
November 2005, Dwi Utomo melakukan pembayaran lunas kepada PT.
SAPUTRA ANDALAS GRIDA atas pembelian perumahan DR. Soeraji
Tirtonegoro Blok G Nomor 13/ atau yang disebut juga dengan perumahan
Griya Husada Permai Blok G, Nomor 13 Trunuh, Klaten Selatan, Klaten,
Jawa Tengah. Pada saat itu juga tanah dan rumah langsung dalam penguasaan
Dwi Utomo. Bahwa terhadap transaksi jual beli tersebut, diantara Dwi Utomo

dan PT. SAPUTRA GRIYA ANDALAS belum dibuat suatu akta perjanjian



dihadapan PPAT, melainkan jual beli tersebut dilakukan di bawah tangan.

Bahwa karena Dwi Utomo adalah pembeli yang sah maka Dwi Utomo
hendak merubah nama/balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan
No0.95/Trunuh dengan luas 86m2 atas nama PT. SAPUTRA GRIYA
ANDALAS menjadi nama Dwi Utomo, namun diketahui PT. SAPUTRA
GRIYA ANDALAS tidak diketahui alamat dan keberadaannya ini sangat
merugikan Dwi Utomo karena walaupun Dwi Utomo secara fisik menguasai
objek tanah tersebut, tetapi secara yuridis Dwi Utomo belum menguasai objek
tanah tersebut, karena sertipikat tanah masih atas nama PT. SAPUTRA
GRIYA ANDALAS.

Bahwa adanya fakta, bahwa PT. SAPUTRA GRIYA ANDALAS tidak
dapat diketahui alamat dan keberadaannya serta adanya fakta bahwa
penguasaan oleh Dwi Utomo adalah penguasaan yang sah, Dwi Utomo
mengajukan gugatan kepada PT. SAPUTRA GRIYA ANDALAS melalui
Pengadilan Negeri Klaten untuk mengesahkan jual beli tanah dan bangunan
antara Dwi Utomo dan PT. SAPUTRA GRIYA ANDALAS dan kemudian
dapat memberikan izin dan kuasa kepada Dwi Utomo untuk bertindak sebagai
diri sendiri selaku pembeli, sekaligus bertindak atas nama PT. SAPUTRA
GRIYA ANDALAS sebagai penjual untuk menandatangani akta jual beli
dihadapan PPAT dan memberikan izin dan kuasa kepada Dwi Utomo untuk
menghadap ke semua instansi pemerintahan guna melakukan peralihan
hak/balik nama sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 95/Trunuh, dengan

luas 86m2 yang semula atas nama PT. SAPUTRA GRIYA ANDALAS



menjadi Dwi Utomo.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak
datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya kemudian Majelis
Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi
sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah (PERMA) Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andri
Wahyudi, S.H., hakim pada pengadilan negeri klaten sebagai mediator. Untuk
selanjutnya berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Juni 2023, bahwa upaya
perdamaian tersebut tidak berhasil. Selanjutnya karena mediasi tidak berhasil
maka kepada Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan
persidangan secara elektonik yang kemudian pihak Turut Tergugat
menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik.

Penulis dalam mengangkat masalah ini menjadi judul skripsi
dikarenakan didalam kehidupan sehari-hari sering terjadi masalah hukum
seperti contoh kasus ini, diharapkan menjadi pertimbangan bagi pembaca jika
ingin melakukan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan agar tidak melanggar
peraturan yang telah ditetapkan guna meminimalisir terjadinya permasalahan
hukum yang merugikan pihak yang bersangkutan.

Berdasakan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan
Penelitian berjudul “ANALISIS YURIDIS JUAL BELI TANAH DI
BAWAH TANGAN TERHADAP PROSES PERALIHAN HAK ATAS

TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PDT.G/2023/PN KLN)”



1.2 Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui kemungkinan
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Akibat hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli.
2. Praktik jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.
4. Mekanisme peralihan hak atas tanah didasarkan pada putusan
pengadilan.
5. Banyaknya masyarakat yang masih melakukan jual beli tanah di
bawah tangan.
1.3 Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu
masalah yang akan diteliti harus dibatasi. Pembatasan masalah dalam
penelitian ini ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas. Dalam penelitian
ini permasalahan dibatasi pada:
1. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan
Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin.
2. Proses peralihan hak atas tanah berdasarkan pada putusan pengadilan
Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas dan dijelaskan secara

singkat, maka akan terdapat permasalahan yang harus dirumuskan sebagai



berikut:

1.

Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN KIn sudah tepat?
Bagaimana proses peralihan hak atas tanah berdasarkan pada putusan

pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disediakan, maka tujuan-tujuan

dari penulisan usulan penelitian skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1.

Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam
putusan pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin.
Mengetahui dan menganalisis proses peralihan hak atas tanah

berdasarkan pada putusan pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus mengenai permasalahan
jual beli tanah di bawah tangan sekaligus sebagai bahan kepustakaan
bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang
akan dibahas. Selain itu, diharapkan juga memberikan manfaat untuk
pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, terutama dalam ranah

hukum dan pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada
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masyarakat, untuk dijadikan bahan pertimbangan agar terhindar dari
hal-hal yang dapat merugikan masyarakat mengenai jual beli tanah di
bawah tangan serta bagi para ahli pertanahan atau pihak yang
berhubungan dengan masalah pertanahan dapat digunakan sebagai
pengalaman agar di dalam menjalankan tugas sedapat mungkin
mengurangi risiko dengan jalan menjunjung tinggi profesionalitas
pekerjaannya terkhusus dalam permasalahan praktik jual beli tanah di
bawah tangan harus sesuai dan berpedoman pada peraturan yang ada

dan berlaku.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini, merupakan bagian yang
digunakan sebagai bukti pada orisinalitas dan keaslian dalam tulisan ini.
Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang merupakan penelitian
dengan judul yang memiliki kaitan dengan penelitian ini disajikan dalam
bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No | Peneliti Judul Orisinalitas
1. | Skripsi, Analisis  Yuridis Jual | Perbedaan penelitian
Via Fusita Sari | Beli Tanah di Bawah | terdahulu dengan
Universitas Tangan dan Akibatnya | penelitian penulis
Islam  Sultan | dalam Proses Peralihan | adalah dimana dalam
Agung Hak Atas Tanah (Studi | penelitian terdahulu
Semarang terhadap Putusan | membahas mengenai
(2022) Pengadilan Negeri | kekuatan hukum akta
Demak Nomor | di bawah tangan pada
34/Pdt.G/2020/PN perjanjian jual beli
Dmk) atas tanah dengan
sertipikat hak milik
pada putusan
No.34/Pdt.G/2020/PN
Dmk serta lokasi
penelitian yang
bertempat di
Pengadilan ~ Negeri

11
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Demak.  Sedangkan

penelitian penulis

membahas mengenai

bagaimana  putusan
pengadilan dapat
digunakan dalam
peralihan hak atas
tanah serta tempat
penelitian yang
bertempat di
Pengadilan ~ Negeri
Klaten.

Skripsi,

Helvianto

Helmi Saputro

Universitas
Islam
(2021)

Riau

Analisis Hukum

Pelaksanaan Jual Beli

Tanah di  Bawah
Tangan di Desa
Pagaruyung

Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar

Perbedaan penelitian

terdahulu dengan
penelitian penulis
adalah dalam
penelitian  terdahulu

membahas mengenai
praktik
tanah di

pelaksanaan
beli

bawah tangan di Desa

jual

Pagaruyung

Kecamatan  Tapung
Kabupaten Kampar.
Sedangkan penelitian
penulis  membahas
mengenai analisis
putusan  pengadilan

dalam peralihan hak

atas tanah.
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Skripsi, Tinjauan Yuridis Jual | Perbedaan penelitian
Tri Andi Novit | Beli Tanah di Bawah | terdahulu dengan
Universitas Tangan dalam | penelitian penulis
Muhammadiyah | Peralihan Hak Atas | adalah Lokasi
Purwokerto Tanah (Studi Putusan | penelitian,  dimana
(2022) No0.129/Pdt.G/2016/PN | lokasi penelitian
Bks) terdahulu terdapat di
Pengadilan  Negeri
Bekasi.  Sedangkan
penelitian penulis
bertempat di
Pengadilan ~ Negeri
Klaten.
Skripsi, Peralihan Hak Milik | Perbedaan penelitian
Deo Pratama | Atas Tanah Melalui | terdahulu dengan
Universitas Jual Beli di Bawah | penelitian penulis
Batanghari Tangan di Kecamatan | adalah membahas
Jambi Gunung Raya | mengenai faktor yang
(2023) Kabupaten Kerinci dan | menyebabkan
Problematikanya masyarakat masih

melakukan jual beli
tanah di bawah tangan
serta akibat hukum
hak

tanah

dari peralihan

milik  atas
melalui jual beli di
bawah tangan.
Sedangkan penelitian
penulis  membahas
mengenai putusan

hukum hakim dan
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proses peralihan hak
atas tanah jual beli
tanah  di  bawah

tangan.

Penelitian I, ditulis oleh Via Fusita Sari dengan judul “Analisis Yuridis
Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dan Akibatnya dalam Proses Peralihan
Hak Atas Tanah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor
34/Pdt.G/2020/PN Dmk)”. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab
permasalahan mengenai kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah yang tidak
dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan menganalisis
pertimbangan hukum putusan hakim Pengadilan Negeri Demak terhadap
N0.34/Pdt.G/2020/Pn Dmk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah
bahwa kekuatan hukum akta dibawah tangan pada perjanjian jual beli atas
tanah dengan sertipikat hak milik pada putusan No.34/Pdt.G/2020/PN Dmk
adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Kemudian analisis putusan perkara
No0.34/Pdt.G/2020/PN Dmk majelis hakim memberi izin kepada Penggugat
untuk menghadap PPAT guna menandatangani Akta Jual Beli hak atas tanah.

Penelitian 11, ditulis oleh Helvianto Helmi Saputro dengan judul
“Analisis Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan di Desa
Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Tujuan dari penelitian
ini adalah menganalisa serta memberi kesimpulan mengenai perlindungan

hukum bagi para pihak pada pelaksanaan jual beli tanah di bawah tangan di
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Desa Pagaruyung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis
(empiris) atau observasi (observational research) yang bersifat deskriptif
analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di Desa Pagaruyung
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar masih terdapat praktik jual beli tanah
di bawah tangan. Adanya pengetahuan masyarakat tentang jual beli harus
dilakukan di hadapan PPAT/Notaris tidak berbanding lurus dengan
pelaksanaannya.

Penelitian 111, ditulis oleh Tri Andi Novit dengan judul “Tinjauan
Yuridis Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dalam Peralihan Hak Atas Tanah
(Studi Putusan No.129/Pdt.G/2016/PN Bks”. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah yang
dilakukan di bawah tangan serta mengetahui proses penyelesaian kasus
peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat berdasarkan pewarisan
dalam putusan No0.129/Pdt.G/2016/PN Bks. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian
ini adalah dalam melakukan perjanjian jual beli tanah, sebaiknya dilakukan
di hadapan PPAT agar menjamin kepastian hukum sehingga bisa didaftarkan
ke kantor pertanahan dan tidak menimbulkan permasalahan.

Penelitian 1V, ditulis oleh Deo Pratama dengan judul “Peralihan Hak
Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli di Bawah Tangan di Kecamatan Gunung
Raya Kabupaten Kerinci dan Problematikanya”. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat masih
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melakukan jual beli tanah di bawah tangan serta menganalisis akibat hukum
dari peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di bawah tangan. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis
empiris. Hasil dari penelitian ini adalah faktor mengapa masyarakat di Desa
Lempur Tengah dan Desa Perikan Tengah Kecamatan Gunung Raya
Kabupaten Kerinci adalah faktor tradisi/ berdasarkan hukum adat, kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan peralihan hak atas tanah. Serta
adanya akibat hukum dari jual beli di bawah tangan yaitu sering terjadinya
sengketa pertanahan atau kepemilikan lahan.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan, bahwa
penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah karya orisinil tanpa adanya
kesamaan yang spesifik dan hampir atau benar-benar sama. Penelitian ini
sangat penting dilakukan untuk menganalisis mengenai dasar pertimbangan
hakim dalam putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kln dan bagaimana proses
peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN Kin.

Landasan Konseptual
2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanah
2.2.1.1 Pengertian Tanah
Pada umumnya, tanah selalu dikaitkan dengan hak atas
tanah yang dimiliki atau diberikan oleh seseorang supaya dapat
dinikmati manfaatnya, serta digunakan sesuai peruntukannya.

Dengan demikian, maka yang dimiliki dengan hak atas tanah
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ialah tanahnya, yang dalam arti sebagian dari permukaan bumi.
Namun, kewenangan untuk menggunakan yang berasal dari hak
tersebut diperluas hingga mencakup juga penggunaan “sebagian
tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang
ada di atasnya” (Harsono, 2013).

Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) tanah memiliki banyak arti, yaitu:

a) Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi,

b) Keadaan bumi di suatu tempat,

c) Permukaan bumi yang diberi batas

d) Bahan-bahan dari bumi (pasir, napal, cadas dan
sebagainya).

Berdasarkan pengertian etimologi di atas, dapat
dipahami bahwa tanah merupakan permukaan bumi dengan
segala kandungan atau bahan yang ada di dalamnya. Pengertian
tanah sendiri mengacu pada pengertian agraria seperti yang
telah diatur dalam UUPA. Pasal 1 ayat (4) UUPA dalam
penjelasan umum menyatakan bahwa dalam permukaan bumi,
selain permukaan bumi, juga termasuk tubuh bumi di bawahnya
dan yang berada di bawah air yang dapat dikuasai oleh
seseorang. Jadi, tanah merupakan permukaan bumi

(Suhariningsih, 2009).
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2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Tanah
2.2.2.1 Pengertian Jual Beli Tanah

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang banyak
berlangsung di masyarakat, kenyataan tersebut menempatkan
pentingnya jual beli dalam pergaulan hidup manusia dalam
masyarakat, sehingga perlu dipandang untuk membuat
peraturan yang mengatur tentang jual beli (R.Subekti, 2014).

Jual beli tanah diatur dalam Undang-Undang No.5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
yang selanjutnya sebagai aturan pelaksanaannya diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah yang merupakan peraturan pelaksanaan.

Menurut hukum perdata, jual beli merupakan salah satu
jenis perjanjian/perikatan yang terdapat pada Buku Il KUH
Perdata tentang perikatan. Dalam hal jual beli dari bunyi Pasal
1457 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Jual beli adalah salah
suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain
membayar harga yang telah dijanjikan”.

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1457 KUH Perdata,
jual beli termasuk dalam perjanjian. Perjanjian diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di buku ketiga tentang

perikatan. Buku ketiga selain mengatur mengenai perikatan
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yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang
timbul dari Undang-Undang (Kamal et al., 2018). Syarat sahnya
suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya
kata sepakat dari para pihak, pihak yang melakukan perjanjian
adalah cakap hukum, suatu hal, serta halalnya suatu sebab.

Perjanjian jual beli merupakan suatu kesepakatan yang
disepakati oleh para pihak yang saling mengikatkan diri, dimana
masing-masing pihak memiliki tanggung jawab atas pemenuhan
prestasi yang disepakati. Hal ini mencakup janji untuk
menyerahkan hak milik atas suatu barang dan kewajiban untuk
membayar sejumlah uang sebagai harga barang dalam transaksi
jual beli tersebut (Rajagukguk et al., 2021).

Adapun transaksi jual beli hak atas tanah dianggap sah
menurut hukum karena didukung oleh pembuktian atau
penguatan pembuktian melalui pembuatan akta jual beli. Akta
tersebut diketahui secara luas dan menjadi bukti resmi bagi para
pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut (Mahesa et al.,
2023).

2.2.3 Tinjauan Umum Akta
2.2.3.1 Akta Otentik

Pengertian akta otentik dapat ditemukan dengan jelas
dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

menyatakan bahwa: “akta otentik adalah akta yang dibuat dalam
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bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau di hadapan
pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat”.
Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ini, akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
tersebut memenuhi kriteria akta otentik karena Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga memiliki kewenangan kerja
dalam wilayah tertentu (Hidayati, 2022).

Menurut Subekti, akta adalah dokumen tertulis yang
sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti suatu peristiwa dan
dilengkapi dengan ditandatangani (Subekti, 1995). Sementara
itu, Sudikno Mertokusumo mendefiniskan akta otentik sebagaai
dokumen tertulis yang berfungsi sebagai alat bukti, memuat
peristiwa-peristiwa yang mendasari hak atau perikatan, dan
sejak awal dibuat dengan tujuan pembuktian (Mertokusumo,
2006).

Suatu akta dapat dikatakan otentik jika mencakup hak
dan kewajiban yang memberikan kepastian hukum didalamnya
saat pembuatan akta, serta memiliki kekuatan pembuktian yang
kuat apabila disengketakan dikemudian hari. Ketika terjadi
suatu sengketa tidak dapat untuk dihindari terjadi dengan akta
yang dibuat secara otentik, proses penyelesaiannya menjadi

lebih mudah karena akta otentik dapat dianggap sebagai alat
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bukti yang paling kuat dan dapat memberikan suatu keyakinan
hukum yang jelas untuk menyelesaikan perkara (Adriansa et al.,
2022).

2.2.3.2 Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah dokumen yang sengaja
dibuat oleh para pihak untuk tujuan pembuktian tanpa
melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan kata
lain, akta ini dimaksudkan sebagai alat bukti oleh para pihak,
tetapi tidak disusun atau ditandatangani di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Salah satu kelemahan akta di
bawah tangan yaitu meskipun didaftarkan pada Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) adalah bahwa PPAT tidak mengetahui isi
akta tersebut, dan akta ini tidak dirancng untuk digunakan dalam
tindak pidana tertentu (Adriansa et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan
bahwa baik akta otentik maupun akta di bawah tangan sama-
sama berfungsi sebagai alat bukti tertulis. Akan tetapi, keduanya
memiliki perbedaan utama dalam keterlibatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) pada saat pembuatannya dan kekuatan
pembuktianya di pengadilan. Akta otentik memiliki kekuatan
pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah
tangan. Sebaliknya, akta yang disusun oleh pejabat yang tidak

berwenang tidak dapat dianggap sebagai akta otentik. Hal
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tersebut berdasarkan pada Pasal 1869 KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa: “Akta yang tidak dapat diperlakukan
sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak
cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena
cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di
bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”(Hidayati,
2022).
2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah
2.2.4.1 Pengertian Pendaftaran Tanah

Secara konstitusional pengaturan tanah termuat dalam
Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”.

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah adalah
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara
berkelanjutan, teratur dan berkesinambungan, kegiatan ini
berupa pengumpulan, pengolahan, pencatatan, penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan
daftar, daftar tersebut mencakup mengenai bidang-bidang tanah
dan satuan-satuan rumah susun, termasuk penerbitan sertipikat

sebagai bukti hak atas tanah yang telah memiliki hak atau hak
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milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak lain yang melekat
pada tanah tersebut (Isnaini, 2022).

Boedi Harsono mendefinisikan pendaftaran tanah sebgai
suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh negara atau
pemerintah secara terus menerus dan terorganisasi, berupa
pengumpulan informasi atau data tertentu terkait tanah tertentu
yang ada di wilayah-wilayah tertentu, data ini diolah, disimpan,
dan disajikan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan
memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang
pertanahan, termasuk penerbitan dan pemeliharaan dokumen
bukti hak atas tanah (Harsono, 2013).

2.2.4.2 Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan asas
sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.
Sebagaimana asas pendaftaran tanah tercantum diatur dalam
Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Penjelasan setiap asas pendaftaran tanah
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 199 sebagai
berikut:

a. Asas sederhana

Asas ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan pokok dan

prosedur pendaftaran tanah harus mudah dipahami oleh

pihak-pihak terkait, khususnya bagi para pemegang hak
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atas tanah.

. Asas aman

Asas aman ini mengharuskan pelaksanaan pendaftaran
tanah perlu dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga
dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai
tujuan pendaftaran tanah tersebut.

Asas terjangkau

Asas terjangkau ini menekankan bahwa layanan
pendaftaran tanah harus dapat diakses oleh masyarakat
dengan kemampuan kelompok ekonomi lemabh,
Pelayanan yang diberikan dalam rangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa

terjangkau oleh pihak yang memerlukan.

. Asas mutakhir

Asas mutakhir ini  mengacu pada kewajiban
pemeliharaan data pendaftaran tanah agar selalu
mencerminkan kondisi yang nyata melalui pencatatan
perubahan secara berkelanjutan. Data yang tersedia
harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu
diikuti kewajiban mendaftar dan mencatat perubahan-
perubahan yang terjadi di kemudian hari.

Asas terbuka

Asas terbuka ini memastikan bahwa masyarakat dapat
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mengetahui ataupun mendapatkan keterangan mengenai

data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Santoso, 2019).

Kegiatan pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian
kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah secara
terus menerus dan berkesinambungan, yang mempunyai tujuan
untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
pemegang hak atas tanah, serta dengan mudah membuktikan
bahwa yang memegang sertipikat itulah yang berhak atas suatu
bidang tanah tertentu, melalui pemberian sertipikat hak atas
tanah (Isnaini, 2022).

Makna dari kepastian hukum dalam kegiatan pendaftaran
tanah yaitu kepastian hukum mengenai orang atau badan yang
menjadi pemegang hak (subjek hak), lokasi, batas, dan luas suatu
bidang tanah hak (subjek hak), kepastian hukum mengenai
haknya (Isnaini, 2022).

2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak Atas Tanah
2.2.5.1 Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah merupakan berpindahnya hak
atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak
yang baru. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Terdapat 2 (dua) sebab pemindahan hak atas

tanah, yaitu (Oka Setiawan, 2016):
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a. Akibat peristiwa hukum, ketika seorang pemilik tanah
meninggal dunia maka tanah tersebut secara otomatis
milik ahli warisnya. Setelah diberlakukannya Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka mengenai
kewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah
karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1997. Dalam jangka waktu 6
(enam) bulan ahli waris tersebut harus mendaftarkan
tanah warisan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional
(BPN).

b. Akibat perbuatan hukum, peralihan hak atas tanah sering
terjadi melalui pemindahan hak, salah satunya yaitu
dengan jual beli. Transaksi jual beli merupakan jenis
perbuatan hukum yang paling umum dilakukan di
masyarakat. Jual beli dapat didefiniskan sebagai suatu
perjanjian di mana salah satu pihak mengikat dirinya
untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang
termasuk tanah dan properti, sementara pihak lainnya
mengikat dirinya untuk membayar harga yang telah
disepakati.

2.2.5.2 Hak-Hak Atas Tanah
a. Hak Milik (HM)

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA, Hak Milik
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lalah merupakan hak turun temurun, terkuat dan
terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah,
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Turun
temurun memiliki arti bahwa hak milik atas tanah dapat
berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan
apabila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya
dapat diteruskan kepada ahli warisnya selama memenuhi
persyaratan sebagai subjek hak milik (Sahnan, 2016).

Terkuat memiliki arti bahwa hak milik atas tanah
lebih kuat jika dibandingkan dengan hak-hak atas tanah
yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, serta
tidak mudah hapus. Terpenuh memiliki arti bahwa hak
milik atas tanah memberikan wewenang kepada
pemiliknya yang paling luas dibandingkan dengan hak-
hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak
atas tanah lainnya, tidak berinduk pada hak atas tanah
lainnya, serta penggunaan tanahnya lebih luas apabila
dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya (Sahnan,
2016).

Hapusnya Hak Milik atas tanah diatur dalam
Pasal 27 UUPA yang menyatakan bahwa hak milik atas
tanah hapus dan berakibat tanahnya jatuh kepada negara

yaitu:
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1) Pencabutan hak atas tanah berdasarkan Pasal 18;
2) Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;

3) Diterlantarkan;

4) Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan

Pasal 26 ayat (2) UUPA

5) Tanahnya musnah. (Sahnan, 2016, hal.83)
Hak Guna Usaha (HGU)

Menurut Pasal 28 ayat (1), Hak Guna Usaha
adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun
atau 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan waktu
25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau
peternakan (Sahnan, 2016).

Hak Guna Usaha dapat dipunyai oleh Warga
Negara Indonesia serta badan hukum yang didirikan
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia. Berdasarkan Pasal 34 UUPA, Hak Guna
Usaha dapat hapus karena:

1) Jangka waktunya telah berakhir;

2) Dihentikan sebelum jangka waktu berkhir karena
sesuatu syarat tidak terpenuhi;

3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum

jangka waktu berakhir;
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4) Dicabut untuk kepentingan umum;

5) Diterlantarkan;

6) Tanahnya musnah;

7) Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) UUPA

Hak Guna Usaha yang sudah hapus dan tidak
dilakukan  perpanjangan  ataupun  pembaharuan,
kemudian dari itu ada kewajiban dari bekas pemegang
Hak Guna Usaha untuk membongkar bangunan dan
benda yang ada di atasnya (Sahnan, 2016).

Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk
mendirikan dan memiliki bangunan atas tanah yang
bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling
lama setidaknya 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk
jangka waktu paling lama 20 tahun (Sahnan, 2016).

Hak Guna Bangunan dapat dimiliki oleh Warga
Negara Indonesia serta badan hukum yang didirikan
menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 40 UUPA, Hak Guna Bangunan
dapat hapus karena (Sahnan, 2016):

1) Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan;
2) Dibatalkan pejabat yang berwenang, pemegang

hak, pengelolaan atau pemegang hak milik
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sebelum jangka waktu berakhir;
3) Hak Guna Bangunan dicabut;
4) Ditelantarkan;
5) Tanahnya musnah;
6) Pemegang hak guna bangunan tidak memenuhi
syarat sebagai pemegang hak guna bangunan.
d. Hak Pakai (HP)

Menurut Pasal 41 UUPA, Hak Pakai ialah hak
untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik
orang lain, yang memberi wewenang serta kewajiban
yang telah ditentukan dalam keputusan pemberiannya
oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau
dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya (Sahnan,
2016).

Hak Pakai dapat dimiliki oleh Warga Negara
Indonesia, orang asing yang berkedudukan di
Indonesia, badan-badan hukum yang didirikan
menurut hukum serta berkedudukan di Indonesia,
badan hukum asing yang memiliki perwakilan di
Indonesia (Sahnan, 2016).

Menurut Pasal 55 PP Nomor 40 Tahun 1996,

Hak pakai hapus karena:
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1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)
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Berakhirnya jangka waktu;

Dibatalkan oleh pejabat berwenang;

Dilepaskan sukarela oleh pemegang hak sebelum
jangka waktu berakhir;

Hak Pakai dicabut;

Tanah ditelantarkan;

Tanahnya musnah;

Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi syarat

sebagai pemegang Hak Pakai.

Hak Sewa

Seseorang atau badan hukum memiliki hak sewa

atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik

orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar

kepada pemilik sejumlah uang sebagai sewa (Sahnan,

2016). Hak Sewa dapat dimiliki oleh Warga Negara

Indonesia, orang asing berkedudukan di Indonesia,

badan hukum yang didirikan menurut hukum serta

berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang

memiliki perwakilan di Indonesia. Hak Sewa dapat

hapus karena (Sahnan, 2016):

1)
2)

3)

Jangka waktu berakhir;
Dihentikan ebelum jangka waktu berkhir;

Dilepaskan oleh pemegang Hak Sewa,;
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4) Hak Milik atas tanahnya dicabut untuk
kepentingan umum;
5) Tanahnya musnah.
2.2.5.3 Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli
Peralihan hak atas tanah ialah proses berpindahnya hak
atas tanah dari pemilik lama ke pemilik baru. Terdapat 2 (dua)
cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan.
Beralih mengacu pada perpindahan hak atas tanah tanpa ada
perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemilik tanah, misalnya
dalam kasus pewarisan. Sementara itu, dialihkan merujuk pada
perpindahan hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang
dilkukan pemilik tanah, seperti melalui jual beli(Oka Setiawan,
2016).
Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA), peralihan hak atas tanah didasarkan pada:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
b. Overschrijivings Ordonnantie Staatsblad 1834 Nomor
27
c. Hukum adat
Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA), peralihan hak atas tanah diatur berdasarkan pada
Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah
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No0.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan
peraturan ini, peralihan hak atas tanah dan benda-benda di
atasnya harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Peralihan tanah dari
pemilik lama kepada pemilik baru disertai dengan penyerahan
yuridis, yakni penyerahan yang harus memenuhi formalitas
undang-undang, meliputi pemenuhan syarat, dilakukan melalui
prosedur yang telah ditetapkan, menggunakan dokumen yang
dibuat oleh/dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
(Muhammad, 1994).

Jual beli yang dilakukan tanpa dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah karena Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) berlandaskan hukum adat sebagaimana
tercantum dalam Pasal 5 UUPA, sedangkan dalam hukum
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sistem yang konkret.
Untuk mewujudkan adanya suatu kepastiann hukum dalam
setiap peralihan hak atas tanah., Peraturan Pemerintah No.24
Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksanan dari UUPA telah
menentukan bahwa setiap perjanjian untuk memindahkan hak
atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh atau
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Cahyadi &

Rahayu, 2021).
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Teori Kepastian Hukum (Gustav Radburch)

Gustav Radburch berpendapat bahwa dalam penerapan hukum
secara tepat dan adil dalam memenuhi tujuan hukum maka yang
diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan kemudian
kepastian hukum. Gustav menjelaskan dalam hipotesisnya bahwa
norma yang berasal dari ketiga nilai dasar ini merupakan inti dari tujuan
hukum. Hal tersebut dikarenakan pada praktiknya seringkali keadilan
yang sah bertentangan dengan kepastian hukum begitu juga sebaliknya.
Ketika salah satu dari tiga nilai dasar saling bertentangan maka harus
ada yang dikorbankan untuk mencapai sebuah hukum yang ideal.
Menurut Gustav, ketiga nilai dasar ini bersifat relatif dan dapat berubah
sehingga bisa menjadi prioritas utama dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Sebagai nilai dasar yang pertama yaitu keadilan. Nilai keadilan
memiliki posisi yang sangat penting bahkan paling penting dalam ilmu
hukum. Tanpa adanya keadilan sebagai tujuan utama, hukum hanya
akan berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan penguasa.
Nilai dasar yang kedua yaitu kemanfaatan, dimana hukum seharusnya
mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Nilai dasar yang ketiga adalah kepastian. Kepastian hukum
merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berperan dalam upaya

mewujudkan keadilan. Kepastian hukum merujuk pada kondisi yang
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jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan baik dalam ketentuan
maupun dalam penetapan hukum. Secara mendasar hukum harus
mampu memberikan kepastian sekaligus mencerminkan keadilan.
Gustav Radburch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Pertama, bahwa hukum itu positif. Artinya bahwa hukum positif
itu adalah perundang-undangan.

2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya
didasarkan pada kenyataan.

3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas
sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping
mudah dilaksanakan.

4. Keempat, hukum positif itu tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radburch tersebut didasarkan pada
pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian mengenai
hukum itu sendiri (Sukendar et al., 2022).

2.3.2 Teori Perlindungan Hukum (Satjipto Rahardjo)

Perlindungan hukum jika diartikan secara harfiah dapat
menimbulkan berbagai persepsi. Sebelum mendalami makna
perlindungan hukum dalam kajian ilmu hukum, menarik untuk
mengidentifikasi mengenai beberapa pengertian-pengertian yang dapat
timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum ini. Perlindungan

hukum dapat diartikan sebagai upaya menjaga hukum agar tidak
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disalahartikan atau disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Selain
itu, perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan
yang diberikan oleh hukum terhadap individu, kelompok, atau
kepentingan tertentu (Mertokusumo, 2009).

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan
seseorang dengan memberikan kekuasaan tertentu kepadanya untuk
bertindak demi kepentingan tersebut. Pemberian kekuasaan ini
dilakukan seara terukur, dengan batasan yang jelas terkait ruang
lingkup dan intensitasnya. Kekuasaaan seperti inilah yang disebut
sebagai hak. Namun, tidak semua bentuk kekuasaan dalam masyarakat
dapat dianggap sebagai hak, hanya kekuasaan yang memenuhi syarat
tertentu yang dapat menjadi dasar melekatnya hak pada seseorang

(Rahardjo, 2000).



2.4 Kerangka Berfikir

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

37

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah

Rumusan Masalah:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan
pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin sudah
tepat?

2. Bagaimana proses peralihan hak atas tanah
berdasarkan pada putusan pengadilan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN Kin?

Teori Kepastian Hukum (Gustav Analisis dengan metode
Radburch) kualitatif, data primer dengan
Teori Perlindungan Hukum observasi dan wawancara,
(Satjipto Rahardjo) validitas data menggunakan
triangulasi sumber

Kekuatan hukum jual beli tanah di bawah tangan dalam hal
peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan

No0.44/Pdt.G/2023/PN Kin




3.1

3.2

BAB Il1

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan pendekatan
kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk
memahami gejala-gejala sosial sedemikian rupa yang terjadi di masyarakat.
Pendekatan kualitatif termasuk dalam naturalistic inguiry, sebagai bagian
dari naturalistic inquiry metode ini membutuhkan manusia sebagai
instrument utama, artinya peneliti harus terlebih dahulu memahami secara
mendalam dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi selama
penelitian. Pengalaman peneliti menjadi kunci dalam memilih metode yang
cocok untuk meneliti subyek penelitian melalui wawancara, observasi,
observasi partisipasi, analisis dokumen dan kepustakaan, analisis
dokumentasi nyata (concrete documentation), teknik pendekatan riwayat
hidup (life-history approach) dan teknik penelitian lainnya (Abdussamad,
2021).
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis empiris atau yang disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu
dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi di
dalam kenyataan masyarakat (Arikunto, 2014). Pendekatan yuridis yang
dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma, hal tersebut dikarenakan

penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang melihat kepada hukum
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dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990).
Kemudian penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum tidak
hanya sebagai suatu aturan perundang-undangan yang bersifat normatif ,
akan tetapi juga sebagai fenomena yang tercermin dalam perilaku masyarakat
yang membentuk pola dalam kehidupan sosial.

Dalam penelitian ini, Penulis akan mengkaji bagaimana proses
peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN Kin. Selain itu, Penulis juga akan menganalisis dasar
pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN
Kin.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini juga membatasi apa saja yang harus dibatasi dalam
rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Fokus penelitian merupakan pusat
perhatian dari apa yang akan diteliti guna mendapatkan data yang
dikumpulkan, diolah, dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah
yang ditetapkan. Penetapan fokus penelitian sangat penting dalam suatu
penelitian karena dapat mencegah peneliti terjebak dalam data lapangan yang
begitu melimpah. Penelitian ini difokuskan meliputi bagaimana dasar
pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin
dan proses peralihan hak atas tanah berdasarkan pada putusan Nomor

44/Pdt.G/2023/PN Kin.

3.4 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merujuk pada lokasi di mana penelitian
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dilaksanakan. Dalam konteks penelitian hukum empiris, penentuan lokasi
penelitian harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian. Penelitian
ini akan dilaksanakan di beberapa tempat yaitu diantaranya adalah Pengadilan
Negeri Klaten dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten. Penulis
memilih lokasi penelitian di Kabupaten Klaten adalah karena kasus yang akan
dibahas dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Klaten.
Oleh karena itu, keberadaan lokasi penelitian merupakan salah satu elemen
penting dalam penelitian hukum empiris (Muhaimin, 2020).
Sumber Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunaka dua jenis data, yakni data
primer dan juga data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan
secara langsung dari masyarakat. Sedangkan untuk data sekunder sendiri
merupakan data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan.
1) Sumber Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan
melalui informan dan responden. Sumber data primer merujuk pada
informasi yang berasal dari sumber utama, yakni responden dan
informan serta narasumber (Muhaimin, 2020). Data primer dalam
penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.
Wawancara bertujuan untuk melakukan dialog langsung antara peneliti
dan narasumber dengan tujuan memperoleh informasi. Sedangkan
dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang.
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Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan di Pengadilan Negeri
Klaten dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten.
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan
atau bahan hukum. Penelitian kepustakaan meliputi berbagai referensi
seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan bahan
hukum tertulis lainnya. Selain itu, data sekunder juga mencakup
analisis dokumen hukum, seperti perundang-undangan, putusan
pengadilan, perjanjian atau kontrak, serta dokumen terkait lainnya
(Muhaimin, 2020).
Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:
a. Studi kepustakaan
i. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
ii. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah
iii. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.44/Pdt.G/2023/PN
Kin
b. Jurnal ilmiah.
c. Literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
d. Pendapat para ahli hukum.
e. Teori-teori hukum.

3.6 Teknik Pengumpulan Data
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Metode untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian ini

adalah melalui teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik

pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, studi pustaka dan

dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan secara langsung mencari
narasumber yang memiliki keahlian serta kemampuan untuk
menjelaskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Wawancara
dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah
disusun oleh penulis, berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan
penelitian.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah
berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari
seseorang.

Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang
mencakup berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus,
ensiklopedi, dan bahan hukum tertulis lainnya. Dalam hal ini dilakukan
guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan

dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

3.7 Validitas Data

Validitas atau keabsahan data bertujuan memastikan bahwa data yang
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diperoleh dan dikumpulkan benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya
dan sesuai dengan tujuan serta kenyataan hasil penelitian. Dalam penelitian
ini validitas data diperiksa menggunakan teknik triangulasi. Teknik
triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data
dengan membandingkannya dengan sumber atau aspek lain di luar data untuk
menguji keabsahan datanya (Andarusni Alfansyur, 2020).

Triangulasi menggunakan berbagai teknik dengan mengumpulkan data
secara gabungan (Soegiyono, 2011). Triangulasi akan membandingkan
sumber data dan mengecek terkait dengan keabsahan atau ukuran
kepercayaan suatu informasi dan data yang didapat dengan waktu dan alat
yang ada dalam metode kualitatif. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan
pemahaman dari data yang diperoleh melalui bahan atau sumber pustaka
dengan data hasil informasi digital. Jenis triangulasi adalah:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data

yang dilakukan dengan mengecek data yang telah didapatkan melalui

beberapa sumber.
b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda.
c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga mempengaruhi tingkat kredibilitas data.
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Pengumpulan data di waktu yang tepat akan memberikan validitas data

yang baik sehingga data yang terkumpul lebih kredibel.

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan triangulasi sumber
dimana data yang diperoleh dari informan yaitu, Pengadilan Negeri Klaten
dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten

Penulis menggunakan jenis validitas data triangulasi sumber
dikarenakan data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dalam
menganalisis penelitian ini. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini
adalah dengan membandingkan informasi dan sumber yang diperoleh dari
berbagai sumber pustaka diantaranya adalah peraturan perundang-undangan,
buku, serta jurnal penelitian terdahulu.

Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses pengkajian, penelaahan, dan
penguraian data yang diperoleh melalui penelitian dengan memanfaatkan
teori-teori yang relevan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan
adalah analisis data deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas
mengenai masalah yang dibahas berdasarkan hasil pengumpulan data yang
telah dilakukan. Langkah-langkah pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini mencakup pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data,
dan penarikan kesimpulan (Abdussamad, 2021).

Miles and Huberman menekankan kegiatan analisis data dalam 4

(empat) tahapan, yaitu sebagai berikut:
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Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Reduksi
Data

Kesimpulan-
Kesimpulan
Penarikan/verifikasi

a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan riset dan
mengumpulkan data terkait yang diperlukan dalam penelitian. Data
yang dikumpulkan diperoleh melalui studi pustaka dari bahan-bahan
hukum primer yaitu wawancara dan dokumentasi serta berbagai bahan
hukum sekunder penunjang lainnya seperti buku, artikel, artikel ilmiah,
dan penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian yang akan
dilakukan.
b. Reduksi Data
Reduksi data merupakan tahapan penyederhanaan dan
transformasi data yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan
mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya

dapat ditarik dan diverifikasi.
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c. Penyajian Data
Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah
disusun untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan untuk penarikan
kesimpulan. Penyajian data yang baik dapat direpresentasikan dengan
berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan bagan yang dirancang untuk
menggabungkan informasi yang sistematis yang terstruktur sehingga
dapat mengarahkan kepada kesimpulan yang sesuai dan tepat.
d. Kesimpulan/Verifikasi
Penarikan kesimpulan menjadi bagian akhir dari satu kegiatan
konfigurasi utuh yang sebetulnya juga diverifikasi selama penelitian
berlangsung. Verifikasi dilakukan dengan memastikan bahwa

kesimpulan yang ditarik adalah valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di lokasi yang ditentukan. Adapun
lokasi penelitian yang telah diteliti oleh penulis yaitu Pengadilan
Negeri Klaten dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten.
Dengan demikian, penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang

masing-masing lokasi penelitian, antara lain:

4.1.1.1 Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A
Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi
lagi atas 391 desa dan 10 kelurahan. Ibukota kabupaten ini
adalah Klaten, yang sebenarnya terdiri atas tiga kecamatan yaitu
Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Klaten
dulunya merupakan Kota Administratrif, namun sejak
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota
administratif, dan Kota Administratif Klaten kembali menjadi

bagian dari wilayah Kabupaten Klaten.

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA terletak di Jalan
Klaten — Solo No.Km.2,Peraksangkal, Jonggrangan, Kec.Klaten

Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57435. Kedudukan
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Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berada di bawah lembaga
Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan
Tinggi Semarang sebagai penyelenggara Kekuasaan
Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Tuhan Yang
Maha Esa.

Untuk menjalankan tugas, Pengadilan Negeri Klaten
Kelas 1A merumuskan Visi dan Misi. Visi dari Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA yaitu, Terwujudnya Pengadilan Negeri
Klaten yang Agung. Kemudian misi Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Klaten.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
pencari keadilan di Pengadilan Negeri Klaten.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan

Negeri Klaten.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi  di

Pengadilan Negeri Klaten.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A adalah
menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara.
Dengan demikian, Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A berfungsi
memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di

bidang peradilan umum, mengadili menurut hukum dengan
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tidak membeda-bedakan orang, dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dipimpin oleh
seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta
hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta
bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik
dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan yang
didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari pimpinan
struktural dan pejabat peradilan lainnya.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negerti tersebut
tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi
kepaniteraan maupun kesekretariatan, karena rangkaian
keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif
bila memfungsikan tugas-tugas kepaniteraan mulai proses
pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan
pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas
kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan

perlengkapan.
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Bagan 2.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A

PANITERA MUDA PERDATA PANITERA MUDA PIDANA PANITERA MUDA HUKUM

Sumber:

https://pn-klaten.go.id/main/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-

organisasi

4.1.1.2 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten
Badan Pertanahan Nasional berada di bawah
Kementrian Agraria dan Tata Ruang memiliki kewenangan utuk
menyatukan pengelolaan pertanahan secara komprehensif.
Pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak terbatas pada
ruang pemukaan tanah semata, namun mencakup ruang di
bawah tanah, ruang di atas tanah, ruang perairan serta ruang
permukaan tanah itu sendiri (Endriana & Handoko, 2022).
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten
beralamat di Jalan Veteran No.88, Barenglor, Bareng Lor, Kec.
Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57438.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten


https://pn-klaten.go.id/main/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi
https://pn-klaten.go.id/main/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi
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memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan administratif, menyiapkan
bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan
peraturan perundang-undangan

2. Menyiapkan koordinasi dan penyusunan program serta
memberikan bimbingan, pengendalian dan pelayanan di
bidang pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah

3. Menyiapkan data, mengkoordinasikan dan menyusun
rencana, memberikan bimbingan serta mengatur
pengarahan lokasi dan pengendalian dibidang
penatagunaan tanah

4. Menyiapkan koordinasi dan penyusunan program serta
memberikan bimbingan, pengendalian dan pelayanan di
bidang pengurusan hak-hak atas tanah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten
dalam melaksanakan tugasnya melakukan fungsi sebagai
berikut:

1. Mengkoordinasikan  pengaturan  penguasaan  dan
pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-
hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah;

2. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian serta
melakukan tugas di bidang pengaturan penguasaan dan

pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengrusan hak-
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hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;

3. Melaksanakan urusan tata usaha dan perundang-
undangan.

Untuk mencapai Kkinerja yang optimal, Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten merumuskan visi
dan misi. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Penataan Ruang
dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar
Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung
Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’”. Selain itu
terdapat dua misi yang diemban oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kabupaten Klaten, yaitu:

1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan
pertanahan  yang produktif, berkelanjutan dan
berkeadilan;

2. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan
ruang yang berstandar dunia.

Penelitian ini berfokus pada Pemeliharaan Data Hak
Tanah dan Pembinaan PPAT yang merupakan bagian dari
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kilaten.
Penelitian pada Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan
PPAT dipilih karena adanya keterkaitan yang relevan antara

topik penelitian dengan tugas yang dilaksanakan oleh bidang
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tersebut, sehingga terdapat kemungkinan peneliti untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

situasi di lapangan dengan keberlanjutan data yang valid.

4.1.2 Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor

44/Pdt.G/2023/PN Kin

Hakim haruslah memiliki alasan yang mendasar sebagai bahan

pertimbangan. Putusan hakim juga harus dilandasi atas fakta-fakta dan

pertimbangan hukum yang komprehensif. Berdasarkan kejadian kasus

diatas putusan hakim dalam memutuskan sengketa dalam perjanjian

jual beli tanah dalam kasus perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin

dapat dibuktikan yang ada dan fakta-fakta yang muncul di dalam

persidangan. Hal ini dapat kita lihat dari fakta hukum yang mana

terdapat pada putusan Hakim yang mengadili perkara perdata dan

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama : Dwi Utomo

Jenis kelamin - Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Pancasan RT/RW

Kelurahan/Desa  Gedaren,
Jatinom, Kabupaten Klaten

Duduk Perkaranya

033/006,

Kecamatan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24

Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
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Negeri Klaten pada tanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor Register
44/Pdt.G/2023/PN Kin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2005 Penggugat telah membeli tanah
dan bangunan yang selanjutnya disebut dengan perumahan
DR.Soeraji Tirtonegoro Blok G Nomor 13/ atau disebut juga
dengan nama perumahan Griya Husada Permai Blok G, Nomor
13 Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, Sertipikat Hak
Guna Banguunan Nomor 95 atas nama PT.SAPUTRA
ANDALAS GRIDA kepada Tergugat dengan batas sebagai
berikut:

Sebelah utara - Jalan

Sebelah selatan : Tunjung Warana
Sebelah barat : Rahayu Rini Widati
Sebelah timur ~ :Jalan

2. Bahwa transaksi jual beli tanah dan bangunan yang telah
disebutkan dalam posita nomor 1, antara Penggugat dan Tergugat
tidak ada perjanjian jual beli, karena Penggugat membeli cash
tempo, sejak awal pembayaran sampai pelunasan, dilakukan
melalui transfer antar bank dan ada juga pembayaran langsung ke
kantor Tergugat

3. Bahwa semua pembayaran yang dilakukan Penggugat, Tergugat
memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi kepada

Penggugat
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4. Bahwa pada tanggal 28-11-2005 Penggugat telah membayar
lunas kepada Tergugat, atas pembelian perumahan DR. Soeraji
Tirtonegoro Blok G Nomor 13/ atau yang disebut juga dengan
nama perumahan Griya Husada Permai Blok G, Nomor 13
Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, Sertipikat Hak
Guna Bangunan No0.95 atas nama PT. SAPUTRA ANDALAS
GRIDA

5. Bahwa pembelian perumahan DR. Soeraji Tirtonegoro Blok G
Nomor 13 /atau yang disebut juga dengan nama perumahan Griya
Husada Permai Blok G, Nomor 13 Trunuh, Klaten Selatan,
Klaten, Jawa Tengah, Penggugat telah memegang atau menguasai
Sertipikat Hak Guna Bangunan No0.95, luas 86 m2, yang terletak
di Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah atas nama PT.
SAPUTRA ANDALAS GRIDA dan menguasai objek sengketa
tanpa adanya pihak-pihak lain menghalangi atas penguasaan
objek sengketa tersebut.

6. Bahwa karena Penggugat adalah pembeli yang sah maka
selanjutnya Penggugat hendak merubah nama/balik nama
Sertipikat Hak Guna Bangunan No.95, luas 86 m2, yang terletak
di Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah atas nama
PT.Saputra Andalas Grida menjadi nama Penggugat, namun
diketahui PT.Saputra Andalas Grida tidak diketahui alamat dan

keberadaannya, meskipun telah Penggugat telusuri informasi
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keberadaan Tergugat, namun hasilnya tetap tidak diketahui
keberadaan Tergugat, padahal dalam proses pengurusan
perubahan/balik nama sertipikat membutuhkan nama asal dalam
sertipikat yakni PT.Saputra Andalas Grida untuk pemenuhan
administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh Turut
Tergugat, akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati hak atas
tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan
peralihan hak atas objek sengketa.

. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk
melindungi hak Penggugat atas tanah dan bangunan (objek
sengketa) diatas, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.95, luas 86
m2, yang terletak di Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah
atas nama PT. Saputra Andalas Grida yang diperoleh Penggugat
dari jual beli dengan Tergugat maka Penggugat mohon
Pengadilan Negeri Klaten untuk mensahkan jual beli tanah dan
bangunan agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat
dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertipikat
di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama PT. Saputra
Andalas Grida menjadi Dwi Utomo (Penggugat)

. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama
dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No0.95, luas 86 m2, yang
terletak di Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah atas

nama PT. Saputra Andalas Grida, sudah tidak ada lagi dan tidak
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diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara sertipikat

tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat maka

Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai

pihak perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap putusan

Pengadilan Negeri Klaten selanjutnya memberikan perintah agar

Turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertipikat

Hak Guna Bangunan No0.95 yang semula atas nama PT. Saputra

Andalas Grida menjadi Dwi Utomo (Penggugat)

Jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu perjanjian dengan mana
pihak yang satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu
benda dan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang
telah diperjanjikan. Jual beli tanah merupakan suatu perbuatan
pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum
yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara jual beli tanah
yang dilakukan di bawah tangan, sebagaimana dalam Putusan
Pengadilan No.44/Pdt.G/2023/PN KlIn. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Suharyanti selaku Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang
dilakukan pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa:

“Dalam putusan ini, hakim mendasarkan pertimbangan pada
bukti-bukti berupa surat-surat, kwitansi, pemeriksaan
lapangan, serta keterangan saksi. Hakim juga memperhatikan
syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 1320 KUHPerdata yang mencakup aspek kesepakatan,
kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu
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hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (2)
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang memungkinkan
peralihan hak atas tanah setelah adanya putusan pengadilan
yang mengesahkan jual beli tanah di bawah tangan tersebut.
Pertimbangan ini yang menjadi dasar bagi hakim untuk
memutuskan apakah proses balik nama dapat dilakukan.”

Terkait dengan jual beli tanah di bawah tangan, Penulis
menanyakan pandangan hakim terhadap legalitas jual beli tanah di
bawah tangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suharyanti yang
dilakukan pada hari Selasa, 1 Oktober 2024, beliau menjelaskan bahwa:

“Hakim menilai bahwa sepanjang jual beli tanah tidak
melanggar aturan yang berlaku, jual beli tersebut dinyatakan
sah. Dalam kasus ini, hakim juga mengacu pada ketentuan HIR
megenai alat bukti seperti surat, saksi petunjuk dan pengakuan.
Jika semua dapat dibuktikan di persidangan, maka perjanjian
jual beli tersebut akan dianggap memiliki nilai bukti yang
cukup. Hakim mengedepankan pembuktian formil, yakni
bahwa setiap perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan
dapat dibuktikan di persidangan akan dipertimbangkan
sebagai bukti yang sah.”

Hakim mengutamakan syarat sahnya perjanjian jual beli sesuai
Pasal 1320 KUHPerdata. Hakim meneliti ada tidaknya unsur paksaan,
penipuan, atau penyalahgunaan keadaan dalam kesepakatan tersebut.
Misalnya apabila perjanjian jual beli sebenarnya hanya kedok dari
praktik hutang-piutang yang disertai agunan sertipikat, hakim dapat
mempertimbangkan adanya misbruik van omstandigheden atau
penyalahgunaan keadaan. Jika unsur-unsur tersebut terbukti, hakim
dapat menyatakan perjanjian tersebut tidak sah.

Lebih lanjut penulis menanyakan terkait bagaimana hakim

mempertimbangkan aspek keadilan sosial serta perlindungan hak atas
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tanah bagi para pihak serta pihak yang awam terhadap hukum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Suharyanti pada tanggal 1
Oktober 2024 beliau menjelaskan:

“Hakim turut mempertimbangkan aspek keadilan sosial terkait
fungsi sosial tanah. Dalam hal ini, hakim memperhatikan
apakah putusan yang diambil akan berdampak negatif pada
masyarakat luas atau hak-hak adat atas tanah. Hakim tidak
hanya mempertimbangkan aspek legal formalitas, tetapi juga
mengevaluasi dampak sosial dari transaksi yang
disengketakan, khususnya apabila berdampak pada hak-hak
masyarakat setempat. Dalam proses persidangan, hakim
menjunjung asas keadilan dengan memberikan penjelasan
yang adil dan seimbang kepada para pihak tanpa memihak.
Hakim tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak-pihak
yang mungkin tidak memahami aspek hukum secara
mendalam. Transparansi, akuntabilitas, dan prosedur yang
tidak berat sebelah menjadi dasar perlindungan bagi para pihak
yang awam terhadap hukum.”

Selanjutnya penulis menanyakan terkait perlindungan hukum
bagi pembeli dalam jual beli tanah di bawah tangan. Suharyanti pada
wawancara tanggal 1 Oktober 2024, mengatakan bahwa:

“Hakim menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi
pembeli tergantung pada kemampuan pihak tersebut untuk
membuktikan legalitas jual beli tanah tersebut. Hakim tidak
dapat menjatuhkan putusan berdasarkan asumsi, melainkan
harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembuktian yang valid menjadi kunci bagi pembeli untuk
mendapatkan perlindungan hukum.”

Lebih lanjut penulis menanyakan terkait kekuatan hukum jual
beli tanah di bawah tangan terhadap kepemilikan hak atas tanah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Suharyanti yang dilakukan pada
tanggal 1 Oktober 2024, mengatakan bahwa:

“Jual beli tanah secara di bawah tangan memiliki kekuatan
hukum yang lebih lemah dibanding dengan jual beli tanah
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yang dilakukan di hadapan PPAT. Hakim mencatat bahwa
sertipikat tanah yang diterbitkan melalui PPAT memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, dalam
hal terjadi sengketa, jual beli di bawah tangan mungkin tidak
memiliki  kekuatan pembuktian yang memadai jika
dibandingkan dengan transaksi yang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.”

Kemudian penulis menanyakan terkait bentuk perlindungan
hukum bagi pembeli dalam jual beli tanah di bawah tangan pada
putusan pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Suharyanti pada tanggal 1 Oktober 2024, beliau
mengatakan:

“Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dalam putusan
pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kiln ini mengacu pada
Pasal 55 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997, yang memungkinkan
pembeli untuk melakukan pengajuan balik nama setelah
putusan pengadilan menyatakan jual beli di bawah tangan
tersebut sah. Hakim akan menilai keabsahan jual beli tersebut
berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan, dan

setelah jual beli dinyatakan sah, permintaan balik nama dari
penggugat dapat dikabulkan.”

4.1.3 Proses peralihan hak atas tanah berdasarkan pada putusan
pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari

pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 2 (dua)

cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih

menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum

yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya pewarisan. Sedangkan

dialihkan menunjukkan pada berpindahnya hak atas tanah melalui
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perbuatan hukum yang dilkukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli
(Oka Setiawan, 2016). Berkaitan dengan hal tersebut, penulis
menanyakan terkait prosedur peralihan hak atas tanah berdasarkan
putusan pengadilan No0.44/Pdt.G/2023/PN Kin. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Khrisnawan Purnama selaku Koordinator
Kelompok Subtansi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan
PPAT Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten yang dilakukan
pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa:

“Prosedur peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan

pengadilan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan

Tata Ruang/BPN No.1 Tahun 2010. Langkah utama adalah

memastikan bahwa putusan pengadilan telah memperoleh

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Selanjutnya,
analisis perkara dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk
menilai apakah putusan tersebut dapat digunakan sebagai dasar
melakukan balik nama sertipikat tanah tersebut. Proses ini juga
membutuhkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional

(BPN).”

Sehubungan dengan prosedur peralihan hak atas tanah, penulis
menanyakan terkait prosedur balik nama sertipikat dalam jual beli tanah
di bawah tangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khrisnawan
Purnama pada tanggal 16 Oktober 2024, beliau mengatakan bahwa:

“Proses balik nama dalam jual beli tanah di bawah tangan

melibatkan peningkatan dokumen dari bentuk kwitansi sederhana

menjadi akta otentik. Dokumen harus memenuhi persyaratan
hukum dan dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT), atau dilakukan dengan pembuktian di pengadilan.”

Berkenaan dengan proses balik nama sertipikat jual beli tanah di

bawah tangan, penulis menanyakan terkait dokumen apa saja yang
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diperlukan untuk proses balik nama sertipikat dalam jual beli tanah di

bawah tangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khrisnawan

Purnama pada tanggal 16 Oktober 2024, beliau menjelaskan bahwa:

“Dokumen yang diperlukan dalam proses balik nama sertipikat
dalam jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan pengadilan
ini yaitu berupa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan
hukum tetap, bukti transaksi seperti kwitansi pembayaran yang
telah ditingkatkan statusnya, sertipikat tanah asli, fotocopy KTP,
Kartu Keluarga, dan fotocopy SPPT PBB.”

Dalam praktik jual beli tanah di bawah tangan tersebut penulis

menanyakan terkait akibat hukum peralihan hak atas tanah yang

dilakukan melalui jual beli tanah di bawah tangan. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Khrisnawan Purnama pada tanggal 16 Oktober

2024, beliau menjelaskan bahwa:

“Jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan memiliki akibat
hukum seperti kekuatan hukum lemah karena tidak dibuat di
hadapan PPAT sesuai peraturan, tidak dapat dijadikan dasar
langsung untuk balik nama sertipikat di BPN, dan dalam hal
sengketa perjanjian ini memerlukan pembuktian tambahan di
pengadilan untuk mendapatkan pengesahan.”

Jual beli tanah di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian

paling lemah dibandingkan dengan jual beli yang dilakukan di hadapan

PPAT. Akta jual beli dari PPAT memiliki keunggulan karena:

1.

2.

Dibuat oleh pejabat yang disahkan negara
Mengikuti prosedur hukum yang mencakup klausul penting
Memenuhi unsur saki

Mengikat secara hukum terhadap para pihak



63

Dalam proses peralihan hak atas tanah dalam jual beli tanah di
bawah tangan, penulis menanyakan mengenai hambatan apa yang dapat
ditemui dalam proses peralihan hak atas tanah dalam jual beli tanah di
bawah tangan. Khrisnawan Purnama dalam wawancaranya yang
dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2024. Beliau menjelaskan bahwa:

“Hambatan yang dapat ditemui yaitu tidak adanya akta jual beli

dari PPAT sehingga peralihan hak tidak dapat langsung diproses

oleh BPN, adanya potensi sengketa atau keberatan dari pihak lain
yang mengklaim atas tanah tersebut, dan kurangnya pemahaman

Masyarakat tentang pentingnya legalitas formal dalam jual beli

tanah.”

Untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam melakukan
jual beli tanah sesuaai dengan peraturan yang berlaku, penulis
menanyakan terkait dengan langkah apa saja yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan jual beli
tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hasil wawancara
dengan Khrisnawan Purnama pada tanggal 16 Oktober 2024, beliau
menjelaskan bahwa:

“Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran

Masyarakat adalah dengan mengadakan penyuluhan mengenai

pentingnya akta jual beli dan proses dalam jual beli tanah,

melakukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) untuk mempermudah Masyarakat dalam mendaftarkan

tanah mereka secara resmi, memberikan edukasi mengenai risiko

jual beli tanah di bawah tangan terutama terkait kelemahan
hukum dalam pembuktian.”
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4.2 Pembahasan
4.2.1 Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN Kin
Pertimbangan hakim menjadi faktor utama dalam menentukan
tercapainya nilai yang mencakup kepastian hukum dan keadilan dalam
suatu putusan, selain itu, pertimbangan hakim tersebut juga
memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Oleh karena itu,
diperlukan perhatian secara cermat, teliti, dan baik dalam menanggapi
pertimbangan hakim. Dalam memeriksa perkara, hakim memerlukan
proses pembuktian, dimana hasil pembuktian tersebut menjadi dasar
pertimbangan bagi hakim dalam pemutusan perkara. Tahap pembuktian
merupakan tahapan yang sangat penting selama proses persidangan,
karena proses pembuktian bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah
fakta atau peristiwa yang diajukan tersebut memang benar terjadi,
hanya dengan pembuktian yang meyakinkan, hakim dapat memberikan
putusan yang adil dan benar. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan
tanpa keyakinan bahwa fakta atau peristiwa tersebut terbukti
kebenarannya, yaitu dengan cara dibuktikan kebenarannya. Dengan
demikian, terdapat hubungan hukum yang jelas antara masing-masing
pihak yang terlibat(Dewanto, 2022).
Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan
dapat disahkan melalui pengadilan untuk keperluan proses balik nama

sertipikat apabila dapat dibuktikan keabsahannya. Dalam memutuskan
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perkara, hakim pada umumnya berpedoman pada ketentuan yang
tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR/Rbg,
serta mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi. Dalam memutus
perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kln hakim mengabulkan gugatan
penggugat dengan menetapkan bahwa jual beli tanah antara Penggugat
dan Tergugat adalah sah serta menyatakan Penggugat berhak untuk
melakukan peralihan hak berupa balik nama atas Sertipikat Hak Guna
Bangunan. Adapun dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk
mengabulkan pengesahan jual beli tanah di bawah tangan dan peralihan
hak (balik nama) Sertipikat Hak Guna Bangunan dalam perkara tersebut
yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, kedua belah pihak
yaitu Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat subyektif
maupun syarat objektif, meskipun perjanjian jual beli tanah
dilakukan di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak dalam
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin dinyatakan sah dalam
melakukan perjanjian karena telah memenuhi syarat-syarat sah
perjanjian yaitu sebagai berikut:

1.) Adanya kesepakatan para pihak
Kesepakatan ini menunjukkan bahwa para pihak saling

mengikatkan diri sesuai dengan asas konsensualisme, yang
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mencerminkan kehendak bersama untuk saling terikat.
Kesepakatan tersebut dibuktikan dalam gugatan bahwa telah
terjadi transaksi jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 95 yang beralamat di perumahan Dr.
Soeraji Tirtonegoro Blok G Nomor 13/ atau yang disebut
juga dengan nama perumahan Griya Husada Permai Blok G,
Nomor 13 Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah atas
nama Tergugat sebagai penjual dengan Penggugat sebagai

pembeli dengan batas-batas sebagai berikut:

a) Sebelah utara - Jalan

b) Sebelah selatan : Tunjung Warana

c) Sebelah barat : Rahayu Rini Widati
d) Sebelah timur : Jalan

Dengan luas tanah 86m2 (delapan puluh enam meter
persegi). Proses jual beli tanah tersebut dilakukan pada tanggal
15 Juni 2005.

2.) Kecakapan para pihak dalam melakukan perjanjian
Kecakapan dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah
cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan
Undang-Undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai
orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Saat

melakukan perjanjian kedua pihak sudah cakap hukum yang
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dibuktikan dengan identitas para pihak dalam putusan.

3.) Adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian

Hal tertentu dalam perjanjian merujuk pada objek yang
diperjanjikan, yang mencakup hak dan kewajiban para pihak
serta penyelesaiannya jika terjadi perselisinan. Sesuai Pasal
1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perikatan
melibatkan kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan
sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dalam putusan, hal
tertentu ini terbukti melalui pelaksanaan prestasi oleh para
pihak, yaitu Penggugat sebagai pembeli telah membayar harga
tanah sesuai dengan kesepakatan dan Tergugat sebagai penjual
telah menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang
menjadi objek jual beli.
4.) Adanya suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan tujuan sah yang ingin
dicapai oleh para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal
1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu sebab atau
kausa dikatakan halal apabila tidak bertentangan dengan
undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dalam
perkara ini, jual beli tanah yang menjadi objek perjanjian adalah
suatu hal yang halal karena tanah bukanlah objek yang dilarang
oleh hukum atau bertentangan dengan norma-norma yang

berlaku. Dalam putusan disebutkan bahwa pada tanggal 15 Juni
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2005, Penggugat telah membeli tanah dan bangunan dari
Tergugat yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor 95 dengan luas 86m2.

Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat subyektif
maupun syarat obyektif dalam perjanjian sebagaimana
tercantum dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023 PN Kln. Syarat
subyektif meliputi kesepakatan para pihak untuk membuat
perjanjian dan kecakapan hukum kedua pihak saat melakukan
perjanjian. Sedangkan syarat obyektif mencakup adanya hal
tertentu, yaitu hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.
Hal ini ditunjukkan dengan tindakan pembeli yang telah
membayar harga tanah dan bangunan sesuai kesepakatan, serta
tindakan penjual yang telah menyerahkan Sertipikat Hak Guna
Bangunan. Selain itu, objek yang diperjanjikan adalah tanah
yang sah menurut hukum dan tidak melanggar ketentuan
undang-undang atau norma kesusilaan.

Berdasarkan pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997

Perkara yang terdapat dalam putusan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN KlIn, hakim menimbang bahwa untuk
peralihan hak, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mensyaratkan adanya

akta yang dibuat oleh PPAT. Oleh karena itu, perjanjian jual beli
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antara Penggugat dan Tergugat seharusnya dituangkan dalam
bentuk Akta Jual Beli. Namun, dalam perkara ini keberadaan
Tergugat tidak diketahui lagi. Menurut keterangan saksi,
Tergugat yang merupakan badan hukum berbentuk Perseroan
Terbatas sudah tutup karena tidak ada proyek lagi. Dengan
demikian tidak dimungkinkan lagi untuk menuangkan
perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk
Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT.

Selanjutnya hakim menimbang bahwa untuk itu,
berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerinntah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Penggugat bisa
melakukan pencatatan perubahan data terhadap Sertipikat Hak
Guna Bangunan Nomor 95 atas nama PT Saputra Andalas Grida
atas permintaan Penggugat kepada Turut Tergugat berdasarkan
salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan.
Adanya bukti jual beli dan saksi-saksi yang menguatkan dalil
gugatan

Perkara dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kln
menjelaskan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat
berupa surat berupa kwitansi tanda terima pembayaran atas jual
beli tanah. Surat tersebut dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu

Penggugat dan Tergugat yang termasuk jenis akta di bawah
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tangan. Akta di bawah tangan merupakan dokumen yang
disusun oleh para pihak terkait tanpa melibatkan pejabat umum,
seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Selain itu, terdapat keterangan dari saksi-saksi yang
diajukan oleh Penggugat, yang memberikan penjelasan
mengenai transaksi jual beli tanah antara Penggugat dan
Tergugat. Salah satu saksi pernah bekerja di PT.Saputra Andalas
Grida sementara saksi lainnya adalah tetangga Penggugat.

Pertimbangan  hakim  dalam  putusan ~ Nomor
44/Pdt.G/2023/PN KIn mencerminkan salah satu gagasan
Gustav Radburch tentang teori kepastian hukum yang
menekankan kepastian hukum sebagai nilai fundamental.
Hakim berfokus pada penerapan aspek kepastian hukum dengan
memastikan bahwa semua syarat sah perjanjian, sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi. Dalam hal ini,
transaksi jual beli tanah di bawah tangan dinilai sah secara
hukum apabila terdapat kesepakatan antara pihak, objek yang
jelas, serta alasan yang tidak melanggar hukum. Keputusan ini
juga mencerminkan upaya untuk memberikan keadilan kepada
penggugat, yang secara sah telah melakukan pembayaran penuh
namun terkendala akibat ketidakhadiran pihak tergugat.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum harus memberikan

perlindungan yang adil dan tidak memihak kepada pihak yang
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beritikad baik.

Hakim juga mempertimbangkan Pasal 55 ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang memungkinkan
peralihan hak atas tanah melalui putusan pengadilan jika akta
otentik tidak ada. Dengan mengacu pada prinsip kepastian
hukum, hakim memastikan bahwa setiap pembuktian termasuk
kwitansi, keterangan saksi, dan bukti fisik penguasaan tanah
oleh pembeli, telah diverifikasi. Hal ini memberikan kepastian
kepada pembeli sebagai pemegang hak yang sah, sehingga
pembeli dapat melanjutkan proses balik nama sertipikat melalui
Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, penulis
menganalisis bahwa putusan hakim sudah tepat dan adil.
Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian
berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa
adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam
melakukan perjanjian, adanya suatu hal tertentu dalam
perjanjian, serta adanya suatu sebab yang halal. Kekuatan akta
di bawah tangan dapat dijadikan sebagai surat di pengadilan
sepanjang akta di bawah tangan dibuat oleh kedua pihak dan
dibenarkan oleh mereka dan diperkuat oleh saksi-saksi di
persidangan. Majelis hakim sudah benar penyelesaian peralihan

hak atas tanah dengan menimbang berdasarkan Pasal 55 ayat (2)
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Penggugat dapat melakukan peralihan hak
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
4.2.2 Proses peralihan hak atas tanah berdasarkan pada putusan
pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin

Setelah perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan
disahkan oleh pengadilan, maka akibat hukumnya menjadi setara
dengan perjanjian jual beli tanah yang dibuat di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tenang Pendaftaran Tanah,
khususnya Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa peralihan hak atas
tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar
menukar, hibah, penyertaan dalam perusahaan, atau perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali melalui lelang, hanya dapat
didaftarkan jika didukung oleh akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang berwenang sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Rahma & Yuniarlin, 2023).

Peralihan hak atas tanah merupakan berpindahnya hak atas tanah
dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru.
Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terdapat 2 (dua) sebab pemindahan hak atas tanah, yaitu (Oka

Setiawan, 2016):
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a. Akibat peristiwa hukum, ketika seorang pemilik tanah meninggal
dunia maka tanah tersebut secara otomatis milik ahli warisnya.
Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997, maka mengenai kewajiban untuk mendaftarkan peralihan
hak atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1997. Dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan ahli waris tersebut harus mendaftarkan tanah warisan
tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

b. Akibat perbuatan hukum, peralihan hak atas tanah sering terjadi
melalui pemindahan hak, salah satunya yaitu dengan jual beli.
Transaksi jual beli merupakan jenis perbuatan hukum yang paling
umum dilakukan di masyarakat. Jual beli dapat didefiniskan
sebagai suatu perjanjian di mana salah satu pihak mengikat dirinya
untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang termasuk tanah dan
properti, sementara pihak lainnya mengikat dirinya untuk
membayar harga yang telah disepakati.

Peralihan hak atas tanah terjadi jika kedua belah pihak memenuhi
syarat asas “Terang dan Tunai”. Asas terang dan tunai ini dijelaskan
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok- Pokok Agraria yang menjadikannya bagian dari hukum
nasional berdasarkan hukum adat. Terang berarti bahwa jual beli tanah
dilakukan secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunnyi, yang

dipenuhi ketika transaksi dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta
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Tanah (PPAT) dengan adanya tanda tangan dari kedua belah pihak.
Sementara itu, tunai mengacu pada pelaksanaan perbuatan hukum
berupa penyerahan hak atas tanah dan pembayaran harga tanah yang
telah disepakati. Prinsip ini menekankan bahwa pembayaran harus
dilakukan hingga lunas sesuai kesepakatan. Namun, pelunasan tidak
selalu harus dilakukan sekaligus, karena pembayaran dapat dilakukan
secara angsuran (Hermawan & Putra, 2022).

Proses peralihan hak atas tanah dalam kasus yang diputuskan oleh
Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin
melibatkan mekanisme hukum formal yang menegaskan keabsahan
transaksi jual beli tanah di bawah tangan. Dalam kasus ini, pembeli
(Dwi Utomo) menghadapi kendala karena tidak adanya dokumen
autentik berupa akta jual beli yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), serta penjual (PT Saputra Andalas Grida) yang tidak
diketahui keberadaannya. Hakim berdasarkan pertimbangan hukum,
memutuskan untuk mengesahkan transaksi tersebut dengan
berlandaskan bukti seperti kwitansi pembayaran, keterangan saksi, dan
penguasaan fisik tanah oleh pembeli. Selanjutnya, pengadilan
memberikan kewenangan kepada pembeli untuk melakukan balik nama
sertipikat tanah sesuai prosedur hukum, termasuk menghadap PPAT
atau instansi terkait guna melengkapi proses administrasi sesuali
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri

ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2010. Pentingnya putusan pengadilan ini
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adalah sebagai instrumen untuk memberikan legalitas formal terhadap
transaksi yang awalnya dianggap kurang sah secara hukum, sehingga
menjamin kepastian hukum dan melindungi hak pembeli terhadap tanah
tersebut.

Putusan pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kin memberikan
peran penting dalam memastikan legalitas proses peralihan hak atas
tanah yang dilakukan melalui jual beli di bawah tangan. Dalam konteks
hukum Indonesia, transaksi seperti ini tidak memiliki kekuatan
pembuktian yang setara dengan akta autentik yang dibuat di hadapan
PPAT. Namun, ketika konflik terjadi, putusan pengadilan dapat
menjadi dasar hukum yang menggantikan dokumen autentik untuk
memungkinkan proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional
(BPN).

Hakim dalam kasus ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata terkait sahnya perjanjian, serta Pasal 55 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang memungkinkan peralihan hak
dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Setelah putusan ini
memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), pembeli
dapat melakukan balik nama sertipikat yang dipegangnya, dikarenakan
transaksi jual beli tanah dan bangunan oleh pembeli dengan penjual
telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan dianggap sah oleh hakim
untuk proses balik nama sertipikat. Tidak adanya Akta Jual Beli (AJB)

secara sah, maka hakim menyatakan sah perjanjian jual beli yang dibuat
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oleh para pihak untuk balik nama sertipikat dengan adanya putusan
pengadilan, dikarenakan suatu putusan sudah memiliki kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde). Kemudian pembeli diberi
kewenangan untuk bertindak atas nama dirinya dan penjual,
memungkinkan pembeli melengkapi dokumen yang diperlukan untuk
mendaftarkan tanah atas namanya di BPN.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No.1 Tahun 2010,
peralihan hak atas tanah dapat dilakukan sesuai dengan prosedur pada
gambar berikut:

Bagan 2.3 Bagan Alur Proses Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah
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Sumber:
Peraturan Menteri ATR/BPN No.1 Tahun 2010

Prosedur peralihan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri
ATR/BPN No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan dimulai dengan pengajuan permohonan ke Kantor
Pertanahan setempat oleh pihak yang berhak. Oleh karena itu, prosedur
peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Dwi Utomo yaitu dengan
menyiapkan dokumen seperti sertipikat tanah asli yakni Sertipikat Hak
Guna Bangunan No.95, KTP atas nama Dwi Utomo, Kartu Keuarga
Dwi Utomo, surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan dan dokumen pendukung yaitu Putusan Pengadilan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN Kin. Setelah menerima berkas, Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten memverifikasi keabsahan dokumen dan memeriksa
data fisik serta yuridis tanah melalui pengecekan di peta pendaftaran
tanah. Selanjutnya, Dwi Utomo melakukan pembayaran biaya
pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Apabila semua
persyaratan terpenuhi, petugas akan mencatat perubahan hak dalam
buku tanah, menerbitkan setipikat baru atas nama pihak yang berhak
yaitu Dwi Utomo dan menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan
tersebut kepada Dwi Utomo.

Dalam pandangan teori perlindungan hukum oleh Satjipto
Rahardjo, proses hukum bertujuan memberikan perlindungan kepada

pihak yang dirugikan dengan menegaskan hak-hak mereka melalui
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pengambilan keputusan hukum yang melindungi kepentingan sah
pembeli. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya
melindungi hak individu dengan menyediakan mekanisme yang adil
dan terukur untuk menyelesaikan sengketa. Putusan ini mencerminkan
upaya hukum dalam memberikan kepastian hukum sekaligus
melindungi pembeli yang telah memenuhi kewajiban dalam perjanjian
jual beli. Dalam kasus ini, pengadilan memastikan bahwa hak pembeli
atas tanah yang telah dibayar lunas diakui secara sah, meskipun
transaksi dilakukan tanpa akta otentik. Hal ini menunjukkan bahwa
hukum berfungsi tidak hanya secara normatif, akan tetapi juga sebagai
instrumen perlindungan terhadap hak individu melalui proses
pengadilan yang transparan.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan prinsip keadilan sosial
yang diusung oleh Satjipto Rahardjo, yaitu menekankan fungsi sosial
tanah serta memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang kurang
memahami hukum melalui prosedur pengadilan yang transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
peralihan hak atas tanah melalui pengesahan jual beli di bawah tangan
oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan
perjanjian yang dilakukan di hadapan PPAT, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kln, pengadilan memberikan
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legalitas terhadap transaksi yang sebelumnya diangap tidak memenuhi
syarat formal, karena tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak
ada akta otentik. Putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum
melalui pengadilan dapat menggantikan dokumen resmi untuk
memastikan proses balik nama sertipikat tanah, memberikan kepastian

hukum, dan melindungi hak pembeli.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan

diatas, maka dalam penelitian ini dapat menyajikan kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN Kiln telah menunjukkan penerapan prinsip kepastian
hukum dalam memutus perkara. Hakim dengan cermat
mempertimbangkan aspek sahnya perjanjian jual beli tanah di bawah
tangan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi
kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab
yang halal. Kemudian dalam putusan ini telah memberikan keadilan
kepada penggugat yang secara sah telah melakukan pembayaran penuh
namun terkendala akibat ketidakhadiran pihak tergugat. Selain itu
hakim juga mengacu pada Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah
No.24 Tahun 1997 yang memungkinkan peralihan hak atas tanah
melalui putusan pengadilan dalam keadaan di mana akta otentik tidak
dapat dibuat.

Proses peralihan hak atas tanah berdasarkan pada putusan pengadilan
Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kln melalui pengesahan jual beli di bawah
tangan oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan

perjanjian yang dilakukan di hadapan PPAT, sebagaimana diatur dalam
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Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Prosedur peralihan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri
ATR/BPN No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan dimulai dengan pengajuan permohonan ke Kantor
Pertanahan setempat oleh pihak yang berhak. Oleh karena itu, prosedur
peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Dwi Utomo yaitu dengan
menyiapkan dokumen seperti sertipikat tanah asli yakni Sertipikat Hak
Guna Bangunan No.95, KTP atas nama Dwi Utomo, Kartu Keuarga
Dwi Utomo, surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan dan dokumen pendukung yaitu Putusan Pengadilan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN Kin. Setelah menerima berkas, Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten memverifikasi keabsahan dokumen dan memeriksa
data fisik serta yuridis tanah melalui pengecekan di peta pendaftaran
tanah. Selanjutnya, Dwi Utomo melakukan pembayaran biaya
pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Apabila semua
persyaratan terpenuhi, petugas akan mencatat perubahan hak dalam
buku tanah, menerbitkan setipikat baru atas nama pihak yang berhak
yaitu Dwi Utomo dan menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan
tersebut kepada Dwi Utomo.
Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan
rekomendasi terkait permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat sebagai pembeli perlu memahami dan menumbuhkan
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kesadaran hukum terkait jual beli tanah sesuai prosedur yang sah
untuk menghindari risiko yang terjadi dikemudian hari apabila
jual beli dilakukan di bawah tangan.

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) Kabupaten Klaten perlu untuk meningkatkan
optimalisasi dalam mengadakan penyuluhan mengenai
pentingnya akta jual beli dan proses dalam jual beli tanah,
melakukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan
tanah mereka secara resmi, memberikan edukasi mengenai risiko
jual beli tanah di bawah tangan terutama terkait kelemahan

hukum dalam pembuktian.
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